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ABSTRAK

Upaya dalam meningkatkan pendagatan ashi daersh anmer lein melah pajak
taterh, =alah satu pajek daerah adalah Pajak Kendsrann Bermoter (PRI ) vang di
aur dalum Peraturan Daerah Provinsi Sumaters Baral Mamor 2 Tahug 2083 Tentang
Fajak Kendarzon Bermotor dan Kendarssn Di Ats Air dan Foeputuszn Gubernir
Sumatera Baral Momor | Tahug 2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daesah
Provinst Sumatera Barat Nomor 4 Talun 2003 Tentang Pajak Kendarann Bermotar
sehubingan dengan hal di atas dimana pafak kemdaraan bermotor merupakan salsh
safu sumber APBD yang berasal dari pajak daerah maka perln di telagh proses
pelaksanaon pemuenewtan, car penctapan besarnya pajek dan keiterin pemungutan
vang perhe di bahas. Uniek mendapatkan hasil pembahasan vang fehil baik penulis
melthokan Kegiaan penclitian dengan metode pendebatan vuridis sosiologis vang
terangkum dalam rangkaian mewode penclitian. Dari sl penelitian dan pembahasin
lerhadap permasalobon dapat di kemukakan befwa pefaksanaan pemungutan pafitk
Lendaraan  bermotor vang Lewenanganva  di Jukuken oleh  Dinas Pengelolyan
Kenangan Daersh yang berkerjosama dengran. pihak Fepolision dan josa riharja
dimane discbut dengan Sistim Admioisire Manungeal Smn Atap | SAMSAT |,
Dalam pemungutannya tidak terdapat kendala yang berarti, "atau kendala yung secars
prinsip dan krusial” damn kontribusinya erbadap PAD provins Sumatcra Barar dalam
rangka  pelaksanaen  otonomi daersh adalsh cubup  besar. sehingea  penulis
menvarankan agar pemungutannya lebih 0i tingkatkan karena  PRE merpikion
sumber pendipatan dasrsh dalom meiatniang lerciptanya olonomi dacrah vang lups
dan nyata, Dimana Pajak Kendaman Bermotor menyumbang lebib kuring 30 % dori
Pendapatan Asli Daerah Swmoters Barac dan lohil; Rurpng 12 % dari APRD SUMBAR
sehingga diperlukanya penanpanan vang lebih haik dalum pengeliolaan ratjak daceah
rhususnya Pajak Kesdwraan Bermotor (PK1) agar twuen dari olonomi daersh dalam
kemandirian daerah baik dari pemerintabon maupun kenangan dapat wereapai,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Penvelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan dalam mewnjudkan
kesejahteraan masvaraket memerlukan biaya yang sangal besar, Dalam hal ini MNepsra
dalam pembiayaannya memerlukan sumber pendapatan vang bisa diandalkan yaitn
denpan cara pemungutan pajak kepada masyarakat. Permungutan pajak merupakan salab
satu cara yang dapat dilakukan Nepars dalam mendapatkan hiava vang pada dasarmya di
gunakan untuk pelaksanasn penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dard
Megara it sendiri.

Begitupun - dengan  Pemerintah  dacrah.  dalam  pelaksensan twgas  dalam
pemerintahan dan pembangunan memerlukan pembiayaan . Untuk it diperlukan sumber
penerimann dacrah yang dapat diandalkan puna memenuhi kebutuhan dalam pembisyasn
pembangunan khususnya di daerah. Kebutuhan atas sumber pendspatan doerah ini
semakin dirasakan oleh doerah terutama sejak diberlakukannya otenomi daerab.

Dalem hal pelaksanaan otomomi dacrah, kepada daerah diberikan kebebasan
dalam mengatur dacrahnya maasing-masing. Untuk pelaksanaan fungsi pemerintaban dan
pembangunan tersebut, diperlukan dana atau pembiavaan yang cukup. Disamping ity
pemerintzh daerah juga dituntut untuk mencari sumber pencrimaan altermatif’ vang dapat

mendukung pembiayaan pengeluaran dacrah. Sumber penerimaan daersh sesuai vang



terdapat dalam pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah “Swerber

pendapatan Dacral terdivs aias:

a perdapatan asli Daerakh, vt
Lo hast! pajak Daerah;
2 Dl retribusi Daerak;
3. hasil perusahaan milik Daerel, dan hasil pergelolaan kekavaan Docrok
yang dipisahkan; dan
- dain-lain pendapaian wxll Daerah vame sab;
b dana perimbangan;
o, piafomon Oaeral; dan

a lain-luin pendaparan Daerals pange sah, ™

Dalam rangka pelaksanaan lonomi Dazrah vang luas, nvata dan hertangeung
Jwwah, maka pembisyaan penyelenpparasn pemerintahan dan pembangunan Daerah vang
merasal dard Pendapatan Asli Daerah, khususnya vang bersumber dari pajak dan retribusi
dacrah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat diwujudkan, Dengan
setentuan pasal (537 Undang-undang No.32 Tahun 2004 di atas maka pajak daerah
merupakan salah satu usaha daerah dalam mencapai kemandirian dalam otonomi daeral
terutama dalam pembiavaan daerah iw sendiri,

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelavanan kepada
masyarzkat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daersh, maka diperlukan

cenvediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daersh yang hasilnys memadai. Upaya

Undang Undang Mamor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dacrah Pasal 157,
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BAB 1V

rENUTUR

A, Kesimpulan

Berdasarkan uralan BABR [1 dan BAB [l penulis dapat menarik kesimpulan

tentang pelaksansan pemungutan Pojak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pengelolasn

Keuangan Daerah { DPRTY § Yaitu:

Pelaksanaan Pemunguian Pajak Rendaraan Bermotor ( PKDB ) pada [Dinas
Pengelotaan Kevangan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah [ PERDIA | Mo 4
Tabun 2003, vang pelaksansan pemungutanya di lakoksan oleh Unit Pelayanan
Teknis Dinas ( UPTD § vang di lakoukan dalam suatu systers vang di sebut denpan
SAMSBAT [ sistim administrasi manungeal sate atap ). Dalam pelaksansannya
SAMEAT i tetap berada di bawah tanggune jawab pimpinan masing-masing
instansi vang terkail. sepertl Kepala Dinas Pendapatan Tingkat [ Sumbar, Kepala
Asuransi Kecelakaan Jasa Haharja, dan pejabat POLRI sebapai koordinator, Hal
ini ditujukan puna  kelancaran tugas administrasi serta tertibnva  kegiatan
operasional. Yang wajib pajaknya terdiri dan omng pribadi atan badan vanp

menguasai atau memiliki kendaraan bermotor. dasar pengenaan pajak adalab nilai

jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan

dan prosedur pemungutan di mulai dari pendalisran, pendatzan, penctapan,
pembayaran dan penvetoran serta penagihan apabila ferdapat keterlambatan dalam
pembayaran, Dalam pemungutanya PEE membutuhkan suatu kesinambungan

baik dari peraturan ., wajib pajak maupun aparatur pelaksanaan pemungutan

T
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